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ABSTRAK 

Nurul Istiqomah 1701617036. Laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) Bagian 

Perbendaharaan dan Gaji pada Biro Keuangan Sekretariat Jenderal di 

Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. Konsentrasi Pendidikan 

Akuntansi, Program Studi Pendidikan Ekonomi,Jurusan Ekkonomi dan 

Administrasi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. Laporan ini dibuat 

sebagai gambaran hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama Praktik Kerja 

Lapangan (PKL) sebagai pemenuhan salah satu syarat untuk mendapatkan Gelar 

Sarjana Pendidikan. Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilaksanakan selama satu 

bulan yang dimulai sejak 05 Agustus 2019 – 06 September 2019 dengan 5 hari 

kerja, Senin – Kamis  pada pukul 07.30 – 16.00 WIB dan Jum’at pada pukul 07.30 

– 16.30 WIB.  

Praktikan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) Bagian Pembendaharaan 

dan Gaji pada Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Kementerian Perindustrian. 

Tugas yang diberikan kepada praktikan mengenai pengelolaan Pembendaharaan 

dan Gaji yang anatra lain: memeriksa dokumen perjalanan dinas dalam 

negeri,menghitung dan memeriksa pajak surat setoran pajak pengadaan 

barang/jasa, pemasukan dan perhitungan persediaan, pemasukan dan pemeriksaan 

data inventaris ruangan Barang Milik Negara (BMN). Dari pelaksanaan praktik 

kerja lapangan ini,praktikan mendapatkan pengalaman dan mengetahui alur 

petunjuk operasional kerja pada sub bagian perbendaharaan dan gaji pada 

Sekretariat Jenderal, Kementerian Perindustrian. Selama pelaksanaan Praktik 

Kerja Lapangan (PKL),praktikan dibimbing oleh Bapak Anggoro Dwi Prabowo  

dan Ibu Steffi Kristanti. Meskipun dalam melaksanakan Praktik Kerja Lapangan 

(PKL) terdapat beberapa kendala yang dihadapi,namun kegiatan Praktik Kerja 

Lapangan (PKL) dapat berjalan dengan lancar dan dapat terselesaikan dengan 

baik.  

 

Kata Kunci : Perjalanan Dinas dalam Negeri,Surat Setoran Pajak, Persediaan, 

Barang Milik Negara. 

  



 

iii 

LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR 

 



 

iv 

LEMBAR PENGESAHAN 

 



 

v 

KATA PENGANTAR 

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT. sebagai 

pencipta dan pemelihara alam semesta karena berkat rahmat dan 

hidayahNya penulis dapat menyusun laporan Praktik Kerja 

Lapangan ini. Selanjutnya penulis mengucapkan terma kasih 
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pengalaman dan ilmu baru yang belum saya pernah dapatkan 

di perkuliahan, serta memberikan bimbingan dan arahan 

selama masa Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Kementerian 

Perindustrian. 

8. Semua teman-teman yang telah memberikan semangat kepada 

kepada praktikan untuk menyelesaikan laporan Praktik Kerja 

Lapangan ini. 

9. Semua pihak yang tidak dapat praktikan sebut satu persatu dan 

telah membantu kelancaran praktikan dalam melaksanakan 

Praktik Kerja Lapangan. 

Praktikan menyadari menyadari dalam penulisan 

laporan ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, 

Praktikan menerima kritik dan saran yang membangun demi 

kesempurnaan laporan Praktik Kerja Lapangan ini. Praktikan 

berharap laporan Praktik Kerja Lapangan ini  dapat memberi 

manfaat bagi Praktikan serta dapat memenuhi kriteria yang 

dipersyaratkan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang PKL 

       Pendidikan yang dilakukan di perguruan tinggi masih terbatas pada 

pemberian teori dan praktik dalam skala kecil dengan intensitas yang 

terbatas, agar dapat memahami dan memecahkan setiap permasalahan yang 

muncul di dunia kerja, maka mahasiswa perlu melakukan kegiatan pelatihan 

kerja secara langsung di instansi/lembaga yang relevan dengan program 

pendidikan yang diikuti, sehingga setelah lepas dari ikatan akademik di 

perguruan tinggi yang bersangkutan, mahasiswa bisa memanfaatkan ilmu 

dan pengalaman yang telah diperoleh selama masa pendidikan dan masa 

pelatihan kerja untuk melanjutkan kiprahnya di dunia kerja yang sebenarnya. 

Sebab, untuk dapat terjun langsung di masyarakat tidak hanya dibutuhkan 

pendidikan formal yang tinggi dengan perolehan nilai yang memuaskan, 

namun diperlukan juga ketrampilan (skill) dan pengalaman pendukung untuk 

lebih mengenali bidang pekerjaan sesuai dengan keahlian yang  dimiliki. 

Oleh karena itu, mahasiswa perlu melakukan penelitian yang rinci serta 

terjun langsung untuk memahami setiap permasalahan yang muncul di dunia 

kerja. 

       Praktik Kerja Lapangan (PKL) diharapkan dapat menjadi sarana 

pembelajaran yang efektif bagi mahasiswa untuk menjadi manusia yang 
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kompetitif. Dengan pengalaman di dunia kerja, mahasiswa dapat belajar 

untuk mengembangkan dirinya secara kognitif, efektif, dan psikomotorik. 

       Praktikan memperoleh kesempatan untuk melaksanakan PKL pada 

Pembendaharaan di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian 

Perindustrian. Dalam rangka pengelolaan keuangan negara yang efekif dan 

efesien serta tercapainya transparasi dalam pengelolaan keuangan, 

Kementerian Perindustrian terus berupaya untuk terus memperbaiki diri dan 

meningkatkan tata kelola agar lebih baik. Proses pertanggungjawaban 

anggran merupakan suatu bentuk akuntabilitas atas pengelolaan keuangan 

negara yang dikelola oleh masing – masing Satuan kerja. Sejalan dengan 

Reformasi dalam Tata Kelola Keuangan telah diterbitkan perubahan 

peraturan dalam tata cara pembayaran tagihan negara yang mengakibatkan 

perubahan dalam tahapan proses pertanggungjawab. 

B. Maksud dan Tujuan PKL 

      Program Praktik Kerja Lapangan yang diterapkan oleh Universitas 

Negeri Jakarta, khususnya Program Studi S1 Pendidikan Ekonomi Fakultas 

Ekonomi sebagai upaya mahasiswa untuk beradaptasi dengan dunia kerja 

serta melihat secara langsung keadaan dunia kerja yang sesungguhnya, 

untuk mencoba mengasah kemampuan dan keterampilan kerja para 

mahasiswanya, dan untuk mengimplementasikan ilmu - ilmu yang sudah 

dipelajari selama di bangku perkuliahan. 

       Adapun maksud praktikan melaksanakan Praktik keja Lapangan (PKL) 

antara lain : 
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1. Menerapkan teori – teori yang telah dipelajari didalam perkuliahan ke 

dalam bidang pekerjaan pada Perbendaharaan di lingkungan Sekretariat 

Jenderal Kementerian Perindustrian.. 

2. Mempelajari kegiatan – kegiatan Pembendaharaan yang dilakukan 

Sekretariat Jenderal Kementerian Perindustrian dalam hal memproses 

pertanggungjawaban anggaran negara. 

3. Menjalankan tugas yang telah diberikan oleh Sekretariat Jenderal 

Kementerian Perindustrian. 

       Tujuan dilaksanakannya Praktik Kerja Lapangan yang ingin dicapai 

oleh praktikan antara lain: 

1. Mengembangkan wawasan dan pengalaman mahasiswa dalam 

melakukan pekerjaan yang sesuai dengan keahlian yang dimiliki. 

2. Meningkatkan pemahaman mahasiswa mengenai praktik dalam dunia 

kerja sehingga dapat memberikan bekal kepada mahasiswa untuk terjun 

langsung kelapangan. 

3. Membangun relasi dan hubungan baik antara peserta, kampus, dan 

tempat praktik kerja dilaksanakan.   

C. Kegunaan PKL 

Praktik kerja lapangan diharapkan dapat memberikan manfaat dan 

kontribusi bagi praktikan, Universitas maupun perusahaan tempat praktikan 

melaksanakan PKL. 

1. Manfaat bagi praktikan : 

a. Melatih keterampilan dan kemampuan praktikan sesuai dengan 
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pengetahuan yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan di 

program studi S1 Manajemen FE-UNJ. 

b. Memperdalam dan meningkatkan ketrampilan dan kreativitas diri 

dalam lingkungan yang sesuai dengan disiplin ilmu yang dimiliki 

praktikan. 

c. Dapat menyiapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk 

menyesuaikan diri dalam lingkungan kerjanya di masa mendatang. 

d. Menambah wawasan, pengetahuan dan pengalaman selaku generasi 

yang dididik untuk siap terjun langsung di masyarakat khususnya di 

lingkungan kerjanya. 

2. Manfaat bagi Universitas Negeri Jakarta khususnya Program Studi S1 

Pendidikan Ekonomi  FE: 

a. Menjalin hubungan kerjasama yang berkelanjutan dalam dunia 

pendidikan khususnya program Strata I Pendidikan Ekonomi Fakultas 

Ekonomi Universitas Negeri Jakarta dengan instansi tempat praktikan 

melaksanankan PKL (Kementerian Perindustrian) 

b. Mendapatkan umpan balik (feedback) berupa saran, kritik, untuk 

menyempurnakan dan memperbaharui kurikulum yang sesuai dengan 

kriteria yang dibutuhkan perusahaan. 

c. Bahan masukan sebagai upaya meningkatkan keterampilan dan 

kemampuan sumber daya manusia mahasiswa UNJ. 
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3. Manfaat bagi perusahaan tempat praktikan melakukan Praktik Kerja 

Lapangan: 

a. Membantu menyelesaikan pekerjaan sehari-hari di instansi tempat 

magang praktikan. 

b. Sebagai sarana kerja sama antara instansi tempat magang dengan 

Fakultas Ekonomi UNJ di masa yang akan datang. 

D. Tempat PKL 

Nama Instansi : Kementerian Perindustrian 

Bagian : Keuangan di lingkungan Sekretariat 

Jenderal  

Alamat : Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav 52-53,Jakarta 

Selatan 12950,Indonesia. 

Telepon : 021 – 5255509, 021 – 5251761 

Fax : 021 – 5251449, 021 – 5255351 

Website :  HTTP://KEMENPERIN.GO.ID 

 

E. Jadwal Waktu PKL 

1. Tahap Persiapan 

       Tahap persiapan dimulai dengan mencari referensi berbagai tempat 

PKL, dan akhirnya Kementerian Perindustrian menjadi pilihan praktikan.  

Praktikan awalnya berencana ingin PKL berkelompok, namun terjadi 

beberapa kendala sampai H-1 pekan belum mendapatkan tempat PKL yang 

tepat. Akhirnya kami memutuskan untuk PKL secara individu di instansi 

yang berbeda. Praktikan mendapatkan info tentang program PKL atau 

http://ikm.kemenperin.go.id/
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magang di tempat tersebut dari salah seorang teman Praktikan yang 

kebetulan saudara sepupunya sebagai staff di Biro Humas Sekretariat 

Jenderal, Kementerian Perindustrian. Selanjutnya Praktikan mengurus surat 

permohonan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di BAAK yang ditujukan ke 

Bagian Biro Humas Sekretariat Jenderal, Kementerian Perindustrian namun 

terjadi pembatalan pembuatan surat PKL individu oleh BAAK. Setelah 

diperbaiki pembuatan surat lagi dan pada tanggal 02 Agustus 2019 surat 

permohonan PKL telah selesai dibuat oleh BAAK, kemudian pada 02 

Agustus 2019 dilanjutkan dengan mendatangkan Biro Humas Sekretariat 

Jenderal,Kementerian Perindustrian yang disertakan dengan pemberian surat 

permohonan PKL dan CV praktikan. 

       Praktikan langsung mendapatkan konfirmasi dari bagian Humas 

Sekretariat Jenderal, Kementerian Perindustrian. Praktikan diberikan arahan 

dari salah satu staff humas mengenai jam kerja dan tata cara berpakaian di 

lingkungan kementerian perindustrian. Praktikan diminta datang pada hari 

Senin, 06 Agustus 2019 pukul 07.30 WIB untuk langsung melaksanakan 

PKL di sana. 

2. Fase Pelaksanaan 

       Praktikan melaksanakan PKL di Kantor Sekretariat Jenderal, 

Kementerian Perindustrian dan ditempatkan di bagian keuangan, pada Sub 

Bagian Pembendaharaan dan Gaji. Praktikan melaksanakan PKL selama 

kurang lebih satu bulan, dimulai tanggal 05 Agustus 2019 sampai dengan 06 

September 2019. 
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       Praktikan melakukan kegiatan PKL dari hari Senin sampai dengan 

Jumat, mulai pukul 07.30 WIB – 16.00 WIB. Waktu istirahat pukul 12.00 – 

13.00, pada hari Jumat, istirahat pukul 11.30 – 13.30 atau dengan kata lain, 

sama dengan jam kerja karyawan lainnya.  

3. Fase Pelaporan 

       Sebagai bukti telah melaksanakan PKL, praktikan diharuskan membuat 

laporan PKL, maka atas dasar itu praktikan menyusun Laporan ini ditujukan 

sebagai pemenuhan salah satu syarat kelulusan mata kuliah PKL dan juga 

salah satu syarat kelulusan Program Studi S1 Pendidikan Ekonomi, Fakultas 

Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Praktikan mempersiapkan dan 

menyelesaikan laporan PKL dimulai sejak Praktikan menyelesaikan PKL 

sampai dengan laporan ini selesai disusun.Laporan ini berisi hasil 

pengamatan dan pengalaman praktikan selama masa PKL di Sekretariat 

Jenderal, Kementerian Perindustrian. Data-data yang praktikan gunakan 

diperoleh langsung dari instansi, khususnya dari Bagian Pembendaharaan 

dan Gaji Sekretariat Jenderal.
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BAB II 

TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL 

A. Sejarah Kementerian Perindustrian 

       Sejak terbentuknya Kabinet Republik Indonesia I dengan sistem presidensiil 

tanggal 19 Agustus 1945, maka wewenang dan tanggung jawab sektor industri dan 

perdagangan berada di bawah Kementerian Kemakmuran yang dipimpin oleh Ir. 

Soerachman Tjokroadisoerjo hingga berakhirnya tugas kabinet ini tanggal 14 

November 1945. Dalam Kabinet Sjahrir I, dengan sistem pemerintahan 

parlementer, Kementerian Kemakmuran dipimpin oleh Ir. Darmawan 

Mangoenkoesoemo, yang selanjutnya menjabat Menteri Perdagangan dan 

Perindustrian pada Kabinet Sjahrir II dari tanggal 12 Maret 1946 sampai dengan 2 

Oktober 1946. Selanjutnya, dalam Kabinet Sjahrir III, wewenang dan pembinaan 

sektor industri dan perdagangan kembali pada Kementerian Kemakmuran yang 

dipimpin oleh Dr. A.K. Gani, dibantu Menteri Muda Kemakmuran, Mr. Joesoef 

Wibisono. Dalam serah terima dari Kebinet Sjahrir III kepada Kabinet Amir 

Sjarifoedin I tanggal 3 Juli 1947, pembinaan sektor industri dan perdagangan masih 

tetap di bawah Kementerian Kemakmuran yang dipimpin oleh Dr. A.K.Gani 

dibantu oleh dua orang Menteri Muda yaitu I.J. Kasimo dan Dr. A. Tjokronegoro 

sampai berakhirnya Kabinet Sjarifoedin II pada tanggal 29 Januari 1948. 
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       Kementerian Kemakmuran dipimpin oleh Sjafroeddin Prawiranegara dan 

berakhir tanggal 4 Agustus 1949. Usai masa kabinet itu (tanggal 19 Desember 1948 

sampai dengan 13 Juli 1949), sektor industri dan perdagangan dipercayakan kepada 

Ir. Indratjaja. 

       Dalam Kabinet Hatta II tanggal 4 Agustus sampai dengan 20 Desember 1949, 

Ir. Indratjaja digantikan oleh I.J. Kasimo sampai berakhirnya Kabinet RIS dengan 

sistem parlementer, yaitu sejak tanggal 20 Desember 1949 sampai tanggal 21 

Januari 1950, yang merupakan kabinet peralihan RI Yogyakarta. Selanjutnya 

dalam Kabinet Halim (RI Yogyakarta) dari tanggal 21 Januari sampai dengan 6 

September 1950, sektor industri dan perdagangan menjadi satu dalam Kementerian 

Perdagangan dan Perindustrian yang dipimpin oleh Mr. Tandiono Manoe. 

       Kembali pada Kabinet Hatta dengan sistem parlementer, dari tanggal 20 

Desember 1949 sampai dengan tanggal 6 September 1950, sektor industri dan 

perdagangan masuk dalam wewenang dan tanggung jawab Kementerian 

Kemakmuran yang dipimpin oleh Ir. Djoeanda. 

       Pada masa Kabinet Natsir dari tanggal 6 September 1950 sampai dengan 27 

April 1951, Kementerian Perdagangan dan Perindustrian dipercayakan kepada Dr. 

Soemitro Djojohadikoesoemo. Karena adanya perubahan dalam Kabinet tersebut 

maka Menteri Perdagangan dan Perindustrian diserahkan kepada Mr. Soejono 

Hadinoto. 

       Pada masa Kabinet Wilopo, sejak tanggal 3 April 1952, sektor industri dan 

perdagangan menjadi tanggung jawab Kementerian Perekonomian yang dipimpin 

oleh Mr. Soemanang. Kemudian Mr. Soemanang digantikan oleh Mr. Iskaq 
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Tjokrohadisoerjo sampai tanggal 12 Agustus 1955. Masa Kementerian 

Perekonomian berlangsung selama 5 tahun, yaitu sampai Kabinet Ali 

Sastroamidjojo II yang berakhir pada tanggal 9 April 1957. 

       Dalam Kabinet Boerhanuddin Harahap yang berakhir pada tanggal 24 Maret 

1956, Menteri Perekonomian dijabat oleh I.J. Kasimo. Sementraa dalam Kabinet 

Ali-Roem-Idham, Menteri Perekonomian dijabat oleh Mr. Boerhanuddin yang 

dibantu Menteri Muda Perekonomian, F.F. Oembas. 

       Ketika terbentuk Kabinet Karya yang dipimpin oleh Ir. Djoeanda, sektor 

industri dan perdagangan dipisahkan pada kementerian tersendiri; yaitu sektor 

perdagangan masuk dalam Kementerian Perdagangan yang dipimpin oleh Prof. 

Soemardjo, sebagai Menteri Perdagangan dijabat oleh Drs. Rachmat Muljomiseno, 

sektor industri dibina oleh Menteri Perindustrian  yang dijabat oleh Ir. F.J. 

Inkiriwang, berakhir pada tanggal 22 Juli 1959. 

       Dalam Kabinet Kerja dengan sistem presidensiil sampai tanggal 18 Februari 

1960, Menteri Muda Perindustrian Rakyat dijabat oleh Dr. Soeharto dan Menteri 

Muda Perindustrian Dasar dan Pembangunan dijabat oleh Chairoel Saleh 

sementara Menteri Muda Perdagangan dijabat oleh Mr. Arifin Harahap. Dalam 

periode itu Chairoel Saleh juga ditunjuk sebagai Menteri Pembangunan dan Dr. J. 

Leimena sebagai Menteri Distribusi. 

       Ketika diberlakukannya program Pembangunan Nasional Semesta Berencana 

yang dimulai tahun 1961, pembinaan industri ditangani oleh dua departemen, yaitu 

Departemen Perindustrian Dasar dan Pertambangan (Deperdatam) dan 

Departemen Perindustrian Rakyat (Depperindra). Meskipun antara tahun 1961 
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sampai dengan Agustus 1964 telah terjadi pergantian kabinet sebanyak 2 (dua) kali, 

namun Deperdatam dan Depperindra tidak mengalami perubahan. Perubahan 

organisasi baru terjadi pada periode konfrontasi dengan Negara Federasi Malaysia. 

       Dalam Kabinet Kerja II, Chairoel Saleh ditetapkan sebagai Menteri 

Perindustrian Dasar dan Pertambangan, sedangkan Dr. Soeharto dan Mr. Arifin 

Harahap masing-masing sebagai Menteri Perindustrian Rakyat dan Menteri 

Perdagangan sampai perubahan kabinet tanggal 6 Maret 1962. Dalam Kabinet 

Kerja IV yang berakhir pada tanggal 27 Agustus 1964, Menteri Perindustrian dan 

Pertambangan masing-masing dipegang oleh Chairoel Saleh, Mayjend Dr. Aziz 

Saleh selaku Menteri Perindustrian Rakyat, sementara Menteri Perdagangan 

digantikan oleh Adam Malik (https://kemenperin.go.id/profil/69/sejarah-

kementerian-perindustrian, diakses pada 18 Oktober 2019). 

1.  Visi dan Misi Kementerian Perindustrian 

a. Visi   

       Sebagai amanat Undang-Undang No. 3 tahun 2014 tentang Perindustrian, 

telah ditetapkan Peraturan Pemerintah no. 14 tahun 2015 tentang Rencana 

Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015 - 2035. RIPIN 2015 -

2035 ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh)  tahun, memuat antara 

lain tentang visi, misi, dan strategi pembangunan industri; 

       Visi pembangunan industri nasional adalah Indonesia menjadi Negara 

Industri Tangguh. Industri tangguh bercirikan : 

1) Struktur industri nasional yang kuat, dalam, sehat dan berkeadilan; 

2) Industri yang berdaya saing tinggi di tingkat global; dan 

https://kemenperin.go.id/profil/69/sejarah-kementerian-perindustrian
https://kemenperin.go.id/profil/69/sejarah-kementerian-perindustrian
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3) Industri yang berbasis inovasi dan teknologi (https://kemenperin.go.id/visi-

misi-kementerian-perindustrian,diakses pada 18 Oktobert 2019). 

 

b. Misi 

       Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, pembangunan industri 

nasional mengemban misi sebagai berikut : 

1) Meningkatkan peran industri nasional sebagai pilar dan penggerak 

perekonomian nasional; 

2) Memperkuat dan memperdalam struktur industri nasional; 

3) Meningkatkan industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju, serta 

industri hijau; 

4) Menjamin kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah 

pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau 

perseorangan yang merugikan masyarakat; 

5) Membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja; 

6) Meningkatkan persebaran pembangunan industri ke seluruh wilayah 

Indonesia guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional; 

dan 

7) Meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara 

berkeadilan. 

       Strategi yang ditempuh untuk mencapai visi dan misi pembangunan 

industri nasional adalah sebagai berikut : 

1) Mengembangkan industri hulu dan industri antara berbasis sumber 

https://kemenperin.go.id/visi-misi-kementerian-perindustrian,diakses
https://kemenperin.go.id/visi-misi-kementerian-perindustrian,diakses
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daya alam; 

2) Melakukan pengendalian ekspor bahan mentah dan sumber energy; 

3) Meningkatkan penguasaan teknologi dan kualitas sumber daya 

manusia (SDM) industri; 

4) Menetapkan Wilayah Pengembangan Industri (WPI); 

5) Mengembangkan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI), 

Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan Industri, dan sentra Industri 

Kecil dan industri menengah; 

6) Menyediakan langkah-langkah afirmatif berupa perumusan 

kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan dan pemberian fasilitas 

kepada industri kecil dan industri menengah; 

7) Melakukan pembangunan sarana dan prasarana industri; 

8) Melakukan pembangunan industri hijau; 

9) Melakukan pembangunan industri strategis; 

10) Melakukan peningkatan penggunaan produk dalam negeri; dan 

11) Meningkatkan kerjasama internasional bidang industri 

(https://kemenperin.go.id/visi-misi-kementerian-perindustrian,diakses pada 

18 Oktobert 2019). 

2. Logo Kementerian Perindustrian 

       Bentuk logogram terinsipirasi dari gabungan stilasi daun, dengan 

sirkuit yang terdapat di dalam daun yang menghubungkan komponen 

elektronik satu sama lain tanpa kabel, dan roda gigi yang berjumlah 5 

(lima) melambangkan 5 (lima) asas negara Indonesia dan 5 (lima) nilai 

inti (core value) Kementerian Perindustrian yaitu Integritas, 

https://kemenperin.go.id/visi-misi-kementerian-perindustrian,diakses
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Profesionalisme, Inovatif, Produktif, dan Kompetitif. 

Kementerian Perindustrian diharapkan juga berperan dalam: 

1. Peningkatan kesejahteraan rakyat; 

2. Penciptaan lapangan kerja; 

3. Peningkatan daya saing industri; 

4. kepedulian lingkungan; 

5. pengembangan inovasi pada pembangunan industri nasional. 

       Bentuk huruf (typeface) yang bold dan dinamis merefleksikan 

kekuatan dan semangat dari Kementerian Perindustrian sebagai 

organisasi yang modern dan menjangkau seluruh masyarakat industri. 

Warna merah oranye melambangkan dinamis dan bijaksana. 

Sedangkan rangkaian warna biru pada huruf Kementerian 

Perindustrian menggambarkan pentingnya peran teknologi dalam 

pembangunan industri nasional, serta percaya diri dan kemandirian. 

Warna Hijau melambangkan pertumbuhan, kesejahteraan dan 

berwawasan lingkungan dan warna abu-abu melambangkan Sikap 

optimis dan berdaya guna (https://kemenperin.go.id/profil/73/logo-

kementerian-perindustrian , diakses pada 18 Oktober 2019). (Lampiran 

hal. 53) 

B. Struktur Organisasi Bagian Keuangan  pada Sekretariat Jenderal 

      Dalam upaya melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta untuk 

mencapai sasaran yang direncanakan, maka sesuai dengan Peraturan 

Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata 

https://kemenperin.go.id/profil/73/logo-kementerian-perindustrian
https://kemenperin.go.id/profil/73/logo-kementerian-perindustrian
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Kerja Kementerian Perindustrian, penyelenggaraan kegiatan Biro Keuangan 

dilaksanakan oleh 4 (empat) Bagian dan masing-masing Bagian 

membawahi 3 (tiga) Sub bagian. Pada bagian keuangan di Sekretariat 

Jenderal praktikan ditempatkan di Sub bagian pembendaharaan dan gaji. 

Struktur Organisasi Biro Keuangan Kementerian Perindustrian Nomor. 

107/M-IND/PER/11/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Perindustrian (Peraturan Menteri Perindustrian,2018). (Lampiran hal. 56) 

       Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Biro Keuangan didukung 

oleh 4 (empat) Bagian, yaitu: 

1. Bagian Pelaksanaan Anggaran 

       Bagian Pelaksanaan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan 

penyiapan pembinaan, koordinasi, dan pengendalian pelaksanaan 

anggaran kementerian. Bagian Pelaksanaan Anggaran 

menyelenggarakan fungsi: 

a. Penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, dan pengendalian 

pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan anggaran 

kementerian; 

b. Penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, dan pengendalian 

pelaksanaan penatausahaan pelaksanaan anggaran kementerian; dan 

c. Penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, dan pengendalian 

pelaksanaan penerimaan negara bukan pajak dan badan layanan 

umum. 
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1) Bagian Pelaksanaan Anggaran terdiri atas : 

a) Sub bagian Pemantauan Pelaksanaan Anggaran; 

b) Sub bagian Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran; dan 

c) Sub bagian Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Badan 

Layanan Umum. 

2) Masing-masing Sub bagian mempunyai tugas: 

a) Sub bagian Pemantauan Pelaksanaan Anggaran mempunyai 

tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, 

dan pengendalian pelaksanaan pemantauan dan evaluasi 

pelaksanaan anggaran kementerian. 

b) Sub bagian Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran 

mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, 

koordinasi, dan pengendalian pelaksanaan penatausahaan 

pelaksanaan anggaran kementerian. 

c) Sub bagian Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Badan 

Layanan Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan 

bahan pembinaan, koordinasi, dan pengendalian pelaksanaan 

penerimaan negara bukan pajak dan badan layanan umum. 

2. Bagian Perbendaharaan 

      Bagian Perbendaharaan mempunyai tugas melaksanakan 

penyiapan pembinaan dan koordinasi perbendaharaan kementerian 

serta pelaksanaan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan 

pelaporan kinerja, tata usaha, dan rumah tangga biro. Bagian 
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Perbendaharaan menyelenggarakan fungsi: 

a. Penyiapan bahan pembinaan dan koordinasi penatausahaan 

perbendaharaan kementerian serta pengelolaan belanja pegawai 

satuan kerja Sekretariat Jenderal; 

b. Penyiapan bahan pembinaan dan koordinasi penatausahaan 

pertanggungjawaban anggaran kementerian serta pengelolaan kas 

satuan kerja Sekretariat Jenderal; dan 

c. Pelaksanaan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan 

pelaporan kinerja, tata usaha, dan rumah tangga biro. 

1) Bagian Perbendaharaan terdiri atas: 

a) Sub bagian Penatausahaan Perbendaharaan dan Gaji; 

b) Sub bagian Penatausahaan Pertanggungjawaban 

Anggaran; dan 

c) Sub bagian Program dan Tata Usaha. 

2) Masing-masing Sub bagian mempunyai tugas: 

a) Sub bagian Penatausahaan Perbendaharaan dan Gaji 

mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan 

dan koordinasi penatausahaan perbendaharaan 

kementerian serta pengelolaan belanja pegawai satuan 

kerja Sekretariat Jenderal. 

Pada bagian inilah praktikan di tugaskan, yang 

dimana bertugas untuk membantu pejabat penguji tagihan 

dan Penanda Tangan SPM. Berikut tugas dan wewenang 
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penguji tagihan dan penanda tangan SPM : 

(1) Menguji kebenaran SPP beserta dokumen pendukung, 

meliputi : 

(a) Kelengkapan dokumen pendukung SPP dengan 

memeriksa secara rinci dokumen pendukung SPP 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

(b) Kesesuaian penanda tangan SPP dengan spesimen 

tanda tangan PPK; 

(c) Kebenaran pengisian format SPP; 

(d) Kesesuaian kode BAS pada SPP dengan 

DIPA/POK/Rencana Kerja Anggaran Satker, 

termasuk menguji kesesuaian antara pembebanan 

mata anggaran pengeluaran (akun 6 digit) dengan 

uraiannya; 

(e) Ketersediaan pagu sesuai BAS pada SPP dengan 

DIPA/POK/Rencana Kerja Anggaran Satker; 

(f) Kebenaran formal dokumen/surat keputusan yang 

menjadi persyaratan/kelengkapan pembayaran 

belanja pegawai; 

(g) Kebenaran formal dokumen/surat bukti yang 

menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan 

dengan pengadaan barang/jasa; 

(h) Kebenaran pihak yang berhak menerima 
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pembayaran pada SPP sehubungan dengan 

perjanjian/kontrak/surat keputusan; 

(i) Kebenaran perhitungan tagihan serta kewajiban di 

bidang perpajakan dari pihak yang mempunyai  hak 

tagih; 

(j) Kepastian telah terpenuhinya kewajiban 

pembayaran kepada negara oleh pihak yang 

mempunyai hak tagih kepada negara; dan 

(k) Kesesuaian prestasi pekerjaan dengan ketentuan 

pembayaran dalam perjanjian/ kontrak. 

(2) Menolak dan mengembalikan SPP, apabila SPP tidak 

memenuhi persyaratan untuk dibayarkan. 

(3) Membebankan tagihan pada mata anggaran yang telah 

disediakan dengan memeriksa ketersediaan pagu 

anggaran dalam DIPA untuk memperoleh keyakinan 

bahwa tagihan tidak melampaui batas pagu anggaran. 

(4) Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen 

hak tagih. 

(5) Melaporkan pelaksanaan pengujian dan

 perintah pembayaran kepada KPA. 

b) Sub bagian Penatausahaan Pertanggungjawaban 

Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan 

pembinaan dan koordinasi penatausahaan 
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pertanggungjawaban anggaran kementerian serta 

pengelolaan kas satuan kerja Sekretariat Jenderal. 

c) Sub bagian Program dan Tata Usaha mempunyai tugas 

melakukan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi 

dan pelaporan kinerja, tata usaha, dan rumah tangga biro. 

3. Bagian Akuntansi 

Bagian Akuntansi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan 

pembinaan, koordinasi, dan pengendalian pelaksanaan akuntansi 

sekretariat jenderal dan kementerian, evaluasi laporan keuangan, dan 

penyelesaian tuntutan perbendaharaan/tuntutan ganti rugi. Bagian 

Akuntansi menyelenggarakan fungsi: 

a. Penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, dan pengendalian 

pelaksanaan akuntansi sekretariat jenderal; 

b. Penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, dan pengendalian 

pelaksanaan akuntansi kementerian; dan 

c. Penyiapan bahan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan evaluasi 

laporan keuangan dan penyelesaian tuntutan 

perbendaharaan/tuntutan ganti rugi. 

1) Bagian Akuntansi terdiri atas: 

a) Sub bagian Akuntansi I; 

b) Sub bagian Akuntansi II; dan 

c) Sub bagian Evaluasi Laporan Keuangan dan Penyelesaian 

Tuntutan Perbendaharaan Dan Tuntutan Ganti Rugi. 
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2) Masing-masing Subbagian mempunyai tugas: 

a) Sub bagian Akuntansi I mempunyai tugas melakukan 

penyiapan bahan pedoman teknis, pembinaan dan 

koordinasi pelaksanaan akuntansi keuangan sekretariat 

jenderal. 

b) Sub bagian Akuntansi II mempunyai tugas melakukan 

penyiapan bahan pedoman teknis, pembinaan dan 

koordinasi pelaksanaan akuntansi keuangan kementerian. 

c) Sub bagian Evaluasi Laporan Keuangan dan Penyelesaian 

Tuntutan Perbendaharaan Dan Tuntutan Ganti Rugi 

mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan 

dan koordinasi pelaksanaan evaluasi laporan keuangan 

dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan/tuntutan ganti 

rugi. 

4. Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara 

Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara mempunyai tugas 

melaksanakan penyiapan pembinaan dan koordinasi pengelolaan 

barang milik negara kementerian. Bagian Pengelolaan Barang Milik 

Negara menyelenggarakan fungsi: 

a. Penyiapan bahan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan 

administrasi penggunaan dan pemanfaatan barang milik negara 

kementerian. 
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b.  Penyiapan bahan pembinaan dan koordinasi

 pelaksanaan penatausahaan barang milik negara kementerian; dan 

c. Penyiapan bahan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan 

administrasi pemindahtanganan dan penghapusan barang milik 

negara kementerian. 

1) Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara terdiri atas: 

a) Sub bagian Administrasi Penggunaan dan Pemanfaatan 

Barang Milik Negara; 

b) Sub bagian Penatausahaan Barang Milik Negara; dan 

c) Sub bagian Administrasi Pemindahtanganan dan 

Penghapusan Barang Milik Negara. 

2) Masing-masing Subbagian mempunyai tugas: 

a) Sub bagian Administrasi Penggunaan dan Pemanfaatan 

Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan 

penyiapan bahan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan 

administrasi penggunaan dan pemanfaatan barang milik 

negara  kementerian. 

b) Sub bagian Penatausahaan Barang Milik Negara 

mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan 

dan koordinasi pelaksanaan penatausahaan barang milik 

negara kementerian. 

c) Sub bagian Administrasi Pemindahtanganan dan 

Penghapusan Barang Milik Negara mempunyai tugas 
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melakukan penyiapan bahan pembinaan dan koordinasi 

pelaksanaan administrasi pemindahtanganan dan 

penghapusan barang milik negara kementerian. 

C. Kegiatan Umum Kemeterian Perindustrian 

      Kementerian Perindustrian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang industri untuk membantu Presiden dalam 

menyelenggarakan pemerintahan negara. Sementara itu, fungsi dari 

Kementerian Perindustrian adalah (https://kemenperin.go.id/tugas-pokok-

fungsi-kementerian-perindustrian, diakses pada 18 Oktober 2019) : 

1. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang perindustrian; 

2. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan di 

bidang perindustrian; 

3. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang perindustrian; 

4. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur 

organisasi di Lingkungan Kementerian Perindustrian; 

5. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di Lingkungan 

Kementerian Perindustrian; 

6. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab 

Kementerian Perindustrian. 

 

 

https://kemenperin.go.id/tugas-pokok-fungsi-kementerian-perindustrian
https://kemenperin.go.id/tugas-pokok-fungsi-kementerian-perindustrian
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BAB III 

PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 

A. Bidang Kerja 

      Menurut Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2018 tentang 

Tata Kerja Kementerian Perindustrian, penyelenggaraan kegiatan Biro 

Keuangan dilaksanakan oleh 4 (empat) Bagian dan masing-masing Bagian 

membawahi 3 (tiga) Sub bagian.  

      Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Biro Keuangan didukung 

oleh 4 (empat) Bagian, yaitu: 

1. Bagian Pelaksanaan Anggaran 

       Bagian Pelaksanaan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan 

penyiapan pembinaan, koordinasi, dan pengendalian pelaksanaan 

anggaran kementerian. Bagian Pelaksanaan Anggaran menyelenggarakan 

fungsi: 

1. Penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, dan pengendalian 

pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan anggaran 

kementerian; 

2. Penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, dan pengendalian 

pelaksanaan penatausahaan pelaksanaan anggaran kementerian
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2. Bagian Perbendaharaan 

      Bagian Perbendaharaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan 

pembinaan dan koordinasi perbendaharaan kementerian serta pelaksanaan urusan 

rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja, tata usaha, dan 

rumah tangga biro. Bagian Perbendaharaan menyelenggarakan fungsi: 

a. Penyiapan bahan pembinaan dan koordinasi penatausahaan 

perbendaharaan kementerian serta pengelolaan belanja pegawai 

satuan kerja Sekretariat Jenderal; 

b. Penyiapan bahan pembinaan dan koordinasi penatausahaan 

pertanggungjawaban anggaran kementerian serta pengelolaan kas 

satuan kerja Sekretariat Jenderal; dan 

c. Pelaksanaan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan 

pelaporan kinerja, tata usaha, dan rumah tangga biro. 

3. Bagian Akuntansi 

      Bagian Akuntansi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan, 

koordinasi, dan pengendalian pelaksanaan akuntansi sekretariat jenderal dan 

kementerian, evaluasi laporan keuangan, dan penyelesaian tuntutan 

perbendaharaan/tuntutan ganti rugi. Bagian Akuntansi menyelenggarakan fungsi: 

a. Penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, dan pengendalian 

pelaksanaan akuntansi sekretariat jenderal; 

b. Penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, dan pengendalian 

pelaksanaan akuntansi kementerian; dan 
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c. Penyiapan bahan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan evaluasi 

laporan keuangan dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan/tuntutan 

ganti rugi. 

4. Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara 

      Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara mempunyai tugas melaksanakan 

penyiapan pembinaan dan koordinasi pengelolaan barang milik negara 

kementerian. Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara menyelenggarakan 

fungsi: 

a. Penyiapan bahan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan administrasi 

penggunaan dan pemanfaatan barang milik negara kementerian. 

b. Penyiapan bahan pembinaan dan koordinasipelaksanaan 

penatausahaan barang milik negara kementerian; dan 

c. Penyiapan bahan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan administrasi 

pemindahtanganan dan penghapusan barang milik negara 

kementerian. 

      Praktikan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di Sekretariat 

Jenderal, Kementerian Perindustrian, Praktikan di tempatkan di Bagian 

Perbedaharaan dan Gaji. Adapun bidang kerja yang Praktikan lakukan 

pada bagian Perbendaharaan dan Gaji adalah : 

1. Memeriksa Dokumen Perjalanan Dinas dalam Negeri. 

2. Memeriksa, Menghitung dan Merekap Pajak Surat Setoran Pajak 

Pengadaan Barang/jasa. 

3. Pemasukan dan Pemeriksaan Persediaan  



27 
 

 
 

4. Pemasukan Data Investaris Ruangan Barang Milik Negara 

B. Pelaksanaan Kerja 

      Praktikan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di Sekretariat Jenderal 

Kementerian Perindustrian, selama kurang lebih satu bulan, dimulai tanggal 

05 Agustus 2019 – 06 September 2019. Praktikan ditempatkan pada bagian 

Sub Bagian Pembedaharaan dan Gaji dikepalai oleh Bapak Anggoro Dwi 

Prabowo. 

      Di lokasi PKL, Praktikan di bimbing dan diarahkan oleh Ibu Steffi 

sebagai pembimbing PKL. Selama kurang lebih satu bulan melaksanakan  

PKL, seluruh tugas yang Praktikan kerjakan selama pelaksanaan PKL 

tertera secara terpirinci di lampiran. Berikut ini adalah penjelasan mengenai 

tugas- tugas yang Praktikan kerjakan selama PKL: 

A. Memeriksa Dokumen Perjalanan Dinas dalam Negeri 

       Pekerjaan yang dilakukan praktikan ini adalah perkerjaan yang 

dilakukan rutin dilakukan setiap harinya. Dalam pekerjaan ini praktikan 

ditugaskan untuk memeriksa berkas perjalanan dinas yang diajukan 

oleh pegawai Sekretariat Jenderal. Pekerjaan ini awalnya merupakan 

tugas dari ibu Steffi sebagai pelaksana sub bagian pembendaharaan dan 

gaji, akan tetapi  setelah praktikan melaksanakan PKL di sana tugas ini  

dikerjakan praktikan bersama ibu Steffi. Adapun alur dari pekerjaan ini 

sebagai berikut : 
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       Pengaturan Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Luar Negeri bagi 

Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap diatur 

berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI No.113/PML.05/2012 

tanggal 3 Juli 2012 dan Peraturan Direktur Jenderal Per -22/PB/2013 

tanggal 30 Mei 2013, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

164/PMK.05/2015 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas 

Dalam dan Luar Negeri. 

Langkah – langkah dari pekerjaan ini antara lain : 

a. Menerima dokumen perjalanan dinas dari pegawai Sekretariat 

Jenderal. 

b. Memeriksa jumlah pembayaran yang dimintakan dan kode 

kegiatan dalam DIPA pada surat permintaan pembayaran. 

c. Memeriksa daftar nominatif perjalanan dinas dan usulan 

perjalanan dinas berdasarkan panduan perjalanan dinas. 

(Lampiran hal. 57) 

d. Memeriksa tanggal pelaksanaan perjalanan dinas pada surat 

tugas 

e. Memeriksa nominal rincian biaya perjalanan dinas 

f. Memeriksa nominal daftar pengeluaran rill 

g. Memeriksa tanggal dan nominal tiket pesawat sebagai tanda 

bukti pelaksanaan perjalanan dinas 
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h. Memeriksa tanggal dan nominal bill hotel sebagai tanda bukti 

pelaksanaan perjalanan dinas 

i. Memeriksa nama pegawai yang ditugaskan pada surat 

perjalanan dinas (SPD). 

j. Memberikan dokumen perjalanan dinas kepada kepala bagian 

keuangan yang selanjutnya akan ditandatangani. 

B. Memeriksa, Menghitung dan Merekap Pajak Surat Setoran Pajak 

Pengadaan Barang/jasa 

       Dalam rangka melakukan penyetoran pajak atas pembayaran yang 

dilakukan bagian keuangan khususnya yang berkaitan dengan 

keperluan pegawai, Praktikan ditugaskan untuk Memeriksa, 

Menghitung dan Merekap Surat Setoran Pajak (SSP). (Lampiran hal 

64) 

       Surat Setoran Pajak (SSP) adalah surat yang oleh wajib pajak 

digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang 

terhutang ke kas negara melalui kantor penerima pembayaran. Kantor 

penerima pembayaran tersebut dapat berupa kantor pos, bank, 

BUMN/BUMD, atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh 

Menteri Keuangan sebagai penerima pembayaran atau setoran 

pajak.(Resmi, 2016) 

Langkah – langkah dari pekerjaan ini antara lain : 



30 
 

 
 

a. Memeriksa penulisan kode akun pajak dan kode jenis setoran pada 

SSP 

b. Memeriksa penulisan jumlah pembayaran dengan nominal dan 

terbilang pada SSP 

c. Memeriksa penulisan uraian pembayaran pada SSP 

d. Memeriksa atau menghitung kembali faktur pajak berdasarkan 

daftar tabel pengisian SSP dan Pajak 

       Setelah SSP diperiksa dan dihitung kembali secara benar, 

selanjutnya Praktikan menginput SSP ke aplikasi DJP Online E-

Billing. Tujuan dari penginputan data ke aplikasi adalah untuk 

mencetak kode billing pembayaran SSP. 

Langkah-langkah dari pekerjaan ini antara lain : 

a. Praktikan membuka DJP Online yang ada di web 

b. Kemudian mengisi Surat Setoran Elektronik terutama pada isian 

jenis pajak (no akun pajak),jenis setoran,jumlah yang 

disetor,terbilang 

c. Klik Ok dan tunggu sampai kode billing muncul 

d. Terakhir cetak kode billing untuk pembayaran ke bank 

       Setelah pembayaran pajak yang dilakukan ke suatu bank,maka 

akan mendapatkan bukti penerimaan negara sebagai tanda bahwa pajak 
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telah dibayarkan oleh satker pada suatu kementerian. Tugas praktikan 

menginput kumpulan bukti penerimaan negara (pajak) ke aplikasi 

Konfirmasi dan Koreksi Penerimaan Negara (KKPN).  

Langkah-langkah dari pekerjaan ini antara lain : 

a. Prktikan membuka aplikasi Konfirmasi dan Koreksi Penerimaan 

Negara (KKPN) 

b. Menginput kode NTPN,NTB,Akun,Nilai Setor berdasarkan dari 

bukti penerimaan negara 

c. Agar memudahkan diakhir bulan pada saat konfirmasi secara 

langsung ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), 

maka praktikan membuat rekap keseluruhan pada akhir bulan di 

Microsoft Excel 

3. Pemasukan dan Pemeriksaan Persediaan 

       Setelah transaksi pembelian persediaan dilakukan maka Praktikan 

menginput jumlah persediaan masuk dan keluar menggunakan 

aplikasi Akuntansi Persediaan berdasarkan dari Kuitansi dan Faktur. 

(Lampiran hal. 67) 

Langkah-langkah dari pekerjaan ini antara lain : 

a. Membuka aplikasi Akuntansi Persediaan 

b. Kemudian pilih tool transaksi,persediaan masuk,pemebelian 
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c. Setelah itu menginput no bukti berdasarkan kuitansi, tanggal 

dokumen,tanggal buku, kode persediaan,jumlah satuan,no akun, 

harga beli satuan 

d. Terakhir pilih persediaan nama barang,tambah barang,simpan dan 

selesai 

e. Untuk menolkan persediaan yang telah terpakai,maka pilih 

persediaan keluar pemakaian. Memilih item disesuaikan dengan no 

bukti pada saat menginput persediaan masuk 

f. Memeriksa kembali apakah data yang diinput persediaan 

masuk(pembelian) dan persediaan keluar(pemakaian) sudah benar 

berdasarkan no bukti,no akun,jumlah satuan dan lainnya 

4. Pemasukan Data Investaris Ruangan Barang Milik Negara 

       Dalam pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan,Praktikan juga 

diberikan tugas untuk menginput data investaris Barang Milik Negara 

(BMN)  setiap ruangan yang ada di Sekretariat Jenderal ke dalam 

Microsoft Excel. 

Langkah-langkah dari pekerjaan ini antara lain : 

a. Praktikan diberikan data inventaris BMN setiap ruangan 

Sekretariat Jenderal oleh pembimbing bu Steffi 

b. Kemudian praktikan menginput data tersebut ke dalam Microsoft 

Excel yang berisikan nama barang, merk/type, no kode, tahun 
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pembuatan/pengembalian serta jumlah barang 

C. Kendala yang Dihadapi 

       Dalam pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan, Praktikan mengalami 

beberapa kendala yang harus dihadapi selama melaksanakan Praktik Kerja 

Lapangan.  

Adapun kendala yang dihadapi oleh Praktikan antara lain: 

1. Memeriksa Dokumen Perjalanan Dinas 

       Pada awal melaksanakan Praktik Kerja Lapangan dalam memeriksa 

dokumen perjalanan dinas praktikan mengalami kesulitan mengenai alur 

atau tahapan dari semua berkas dokumen perjalanan dinas. Terlebih 

praktikan hanya memeriksa dokumen perjalanan dinas secara manual 

tidak menggunakan sistem. Pada beberapa dokumen perjalanan dinas 

terdapat istilah-istilah yang baru praktikan kenal serta isi suatu dokumen 

perjalanan dinas yang praktikan belum tahu bersumber dari mananya. 

2. Menghitung Kembali Pajak pada Surat Setoran Pajak 

       Pada awal melaksanakan Praktik Kerja Lapangan dalam 

menghitung kembali pajak pada surat setoran pajak praktikan 

mengalami kesulitan menghafal kode akun pajak, kode jenis setoran, 

besarnya tarif pajak serta menganalisis pajak atas biaya yang muncul 

termasuk ke dalam kategori PPN/PPh  pasal  21 sampai 23. Kemudian 
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terdapat perhitungan pajak yang sedikit berbeda dari apa yang telah 

praktikan pelajari saat di perkuliahan mengenai perhitungan besar pajak 

dari dasar pajak. Perhitungan pajak ini juga masih dilakukan secara 

manual. Pada saat penginputan  ke aplikasi DJP Online untuk cetak kode 

billing dan aplikasi Konfirmasi dan Koreksi Penerimaan Negara 

terkadang mengalami koneksi internet yang cukup lambat sehingga 

sedikit menghambat pekerjaan praktikan. 

3. Pemasukan dan Pemeriksaan Data Persediaan Menggunakan Aplikasi 

Akuntansi Persediaan 

       Pada awal melaksanakan Praktik Kerja Lapangan dalam 

memasukkan dan memeriksa data persediaan yang menggunakan 

aplikasi akuntansi persediaan praktikan mengalami kesulitan walaupun 

sebelumnya sudah diajarkan oleh pembimbing Praktik Kerja Lapangan. 

Kesulitannya terdapat sedikit perbedaan dari apa yang sebelumnya 

sudah diajarkan oleh pembimbing dengan kenyataannya pada saat 

mengoperasikan proses penginputan data ke aplikasi serta terkadang 

koneksi internet yang cukup lambat sehingga sedikit menghambat 

pekerjaan praktikan.  

D. Cara Mengatasi Kendala 

       Untuk mengatasi kendala-kendala yang muncul ketika pelaksanaan 

praktik kerja lapangan, Praktikan mencoba mencari solusi agar kendala 

dapat teratasi tanpa memengaruhi kinerja Praktikan. Solusi-solusi yang 
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ditempuh Praktikan antara lain : 

1. Memeriksa Dokumen Perjalanan Dinas 

       Dalam mengatasi kesulitan pada pelaksanaan bidang kerja 

khususnya memeriksa dokumen perjalanan dinas dapat diatasi 

Praktikan dengan mencoba membaca dan memahami Peraturan 

Menteri Keuangan RI No.113/PML.05/2012 tanggal 3 Juli 2012 dan 

Peraturan Direktur Jenderal Per -22/PB/2013 tanggal 30 Mei 2013, 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2015 Tentang Tata 

Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Negeri bagi 

Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap. Selain itu, 

praktikan juga mencoba untuk lebih aktif berkomunikasi dan menjalin 

hubungan yang baik dengan para pegawai untuk bertanya ketika 

mengalami kesulitan dalam menjalankan tugas. 

       Komunikasi berperan penting dalam suatu organisasi. Komunikasi 

merupakan dasar dalam pencapaian tujuan bersama. Suatu kegiatan 

dapat berjalan lancar karena adanya komunikasi. Oleh karena itu 

komunikasi diperlukan. Menurut Sedarmayanti, komunikasi adalah 

penyampaian pendapat, pesan, atau lambang yang mengandung 

pengertian bagi antar perorangan atau golongan (Rusdiana dkk, 2014). 

Begitu pula dengan Miller Onong mengemukakan pendapat bahwa 

Komunikasi adalah proses penyampaian pesan oleh seseorang kepada 

orang lain untuk memberitahu, mengubah sikap, pendapat, atau 
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perilaku, baik secara lisan (langsung) ataupun tidak langsung (melalui 

media)(Rusdiana dkk, 2014). 

       Dari teori di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa komunikasi 

merupakan proses penyampaian pesan oleh seseorang kepada orang lain 

untuk mencapai tujuan bersama. 

2. Menghitung Kembali Pajak pada Surat Setoran Pajak 

      Dalam mengatasi kesulitan pada pelaksanaan bidang kerja 

khususnya menghitung pajak pada surat setoran pajak dapat diatasi 

Praktikan dengan membaca, memahami dan menghafal daftar pengisian 

SSP yang berisikan jenis pajak, kode akun pajak, kode jenis SSP 

,keterangan, besar masing-masing tarif pajak. Kemudian praktikan 

bertanya kepada pembimbing mengenai mengapa cara perhitungan 

pajak yang sedkit berbeda dengan apa yang telah praktikan pelajari di 

perkuliahan. Untuk mengatasi koneksi internet yang lambat dengan cara 

praktikan mencoba pindah ke PC komputer/ laptop milik instansi yang 

koneksi internetnya lebih cepat. 

       Untuk mengatasi hal di atas juga biasanya praktikan secara cepat 

langsung mencari tahu pedoman Aplikasi yang digunakan dan bertanya 

kepada Pembimbing PKL apabila ada hal yang kurang di mengerti saat 

Pembimbing sedang memberikan bimbingan dan pengarahan. Bertanya 

berasal dari kata dasar tanya yang berarti permintaan keterangan atau 
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penjelasan. Bertanya adalah meminta supaya diberitahu (tentang 

sesuatu) atau meminta keterangan/penjelasan (www.kkbi.web.id., 

diakses 21 November 2019). Dengan bertanya apabila ada permasalahan 

dalam mengerjakan tugas, hal ini akan membantu praktikan dalam 

pemahaman mengerjakan tugas, sehingga praktikan sudah benar-benar 

mengerti cara menyelesaikan tugas yang diberikan. 

3. Pemasukan dan Pemeriksaan Data Persediaan Menggunakan Aplikasi 

Akuntasi Persediaan 

       Dalam mengatasi kesulitan pada pelaksanaan bidang kerja 

khususnya dalam menginput dan memeriksa data persediaan 

menggunakan aplikasi akuntansi persediaan dapat diatasi Praktikan 

dengan cara berinisiatif untuk bertanya kepada Pembimbing PKL 

mengapa pada saat pelaksanaanya berbeda dengan apa yang sudah 

pembimbing ajarkan.  Dengan bertanya apabila ada permasalahan dalam 

mengerjakan tugas, hal ini akan membantu praktikan dalam pemahaman 

mengerjakan tugas, sehingga praktikan sudah benar-benar mengerti cara 

menyelesaikan tugas yang diberikan. Kemudian, untuk mengatasi 

koneksi internet yang lambat dengan cara praktikan mencoba pindah ke 

PC komputer/ laptop milik instansi yang koneksi internetnya lebih cepat.

http://www.kkbi.web.id/
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BAB IV 

KESIMPULAN 

A. Kesimpulan 

       Praktikan telah melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Bagian 

Keuangan Sekretariat Jenderal Kementerian Perindustrian. Setelah selesai, 

Praktikan mendapatkan wawasan dan pengalaman baru mengenai dunia 

kerja pada kenyataannya. Beberapa kesimpulan yang dapat diambil oleh 

Praktikan adalah sebagai berikut: 

1. Praktikan telah menyelesaikan Praktik Kerja Lapangan yang 

dilaksanakan selama kurang lebih satu bulan terhitung mulai tanggal 05 

Agustus sampai dengan 06 September 2019 di Kementerian 

Perindustrian yang berlokasi di Jakarta Selatan. 

2. Praktikan ditempatkan di bagian Pembendaharaan dan Gaji Biro 

Keuangan Sekretariat Jenderal Kementerian Perindustrian. Adapun 

tugas Praktikan selama PKL adalah: 

a. Memeriksa Dokumen Perjalanan Dinas dalam Negeri 

b. Memeriksa, Menghitung dan Merekap Pajak Surat Setoran Pajak 

Pengadaan Barang/jasa 

c. Pemasukan dan Pemeriksaan Persediaan  

d. Pemasukan Data Investaris Ruangan Barang Milik Negara 
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3. Praktikan mengetahui dan memahami mengenai sistem keuangan di 

kantor pemerintahan khususnya pada bagian pembendaharaan dan 

gaji di Sekretariat Jenderal. 

4. Praktikan juga mendapat pengalaman bagaimana cara bertanggung 

jawab atas pekerjaan yang sudah diamanatkan untuk dapat 

diselesaikan tepat waktu, sehingga praktikan bekerja dengan penuh 

tanggung jawab, kreatif, inisiatif dan berani bertanya serta 

menyampaikan pendapat. Oleh karena itu, praktikan di sini dituntut 

untuk selalu aktif dalam bekerja. Semuanya itu menjadi 

pembelajaran yang sangat berharga bagi praktikan. 

B. Saran  

      Setelah melaksanakan Praktik Kerja Lapangan yang diselenggarakan 

oleh Universitas Negeri Jakarta dengan pelaksanaan di biro keuangan 

Sekretariat Jenderal dan mengetahui secara langsung bagaimana kegiatan 

yang dilakukan oleh para pegawai Biro Keuangan Sekretariat Jenderal, 

maka Praktikan ingin memberikan saran dan masukan yang semoga 

bermanfaat bagi instansi dan universitas yaitu: 

1. Saran untuk Sekretariat Jenderal Kementerian Perindustrian 

a. Untuk Sekretariat Jenderal, khususnya kepada Mentor Praktikan 

agar lebih memperhatikan pelaksanaan PKL khususnya pekerjaan 

yang dikerjakan oleh Praktikan. 

b. Untuk Sekretariat Jenderal khususnya mengenai perhitungan 

pajak pada SSP sebaiknya perhitungan dilakukan melalui 
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aplikasi/sistem agar meminimalisir kesalahan ketika proses 

menghitung pajak. 

c. Untuk Sekretariat Jenderal lebih meningkatkan lagi kualitas 

fasilitasnya seperti penyediaan koneksi internet yang cepat dan 

stabil yang berguna untuk ke efektifitasan dan ke efisienan suatu 

pekerjaan. 

d. Sekretariat Jenderal lebih meningkatkan mengawasan terhadap 

kedisiplinan pegawainya agar bekerja sesuai peraturan yang ada. 

Praktikan melihat masih banyak pegawai yang datang terlambat 

serta menunda pekerjaan yang sebenarnya bisa dikerjakan 

secepatnya. 

2. Saran untuk Universitas 

a. Pihak Universitas Negeri Jakarta, khususnya Program Studi S1 

Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi agar memberikan materi 

tentang sistem keuangan pemerintahan di semester sebelum 

mahasiswa memulai praktik kerja lapangan . 

b. Pihak Universitas Negeri Jakarta, khususnya Fakultas Ekonomi 

ada baiknya memberikan rekomendasi tempat Praktik Kerja 

Lapangan kepada mahasiswa di perusahaan-perusahaan ataupun 

instansi-instansi yang bekerjasama dengan UNJ atau sebelumnya 

ada mahasiswa Fakultas Ekonomi yang pernah Praktik Kerja 

Lapangan di sana. 
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c. Fakultas Ekonomi khususnya Program studi S1 Pendidikan 

Ekonomi menghimbau serta membiasakan mahasiswanya untuk 

terjun langsung kelapangan mencari sebuah informasi atau 

melakukan penelitian mengamati suatu permasalahan & untuk 

mengetahui perkembangan zaman suatu industri sehingga akan 

sangat membuka wawasan bagi mahasiswa. 
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LAMPIRAN - LAMPIRAN 

Lampiran 1 Surat Permohonan Izin Praktik Kerja Lapangan 
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Sumber: Universitas Negeri Jakarta 
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Lampiran 2 Surat Penerimaan Praktik Kerja Lapangan 

 

Sumber: Kementerian Perindustrian 
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Lampiran 3 Jadwal Kegiatan Praktik Kerja Lapangan 

No Kegiatan Jul Agst Sept Okt Nov Des 

1. Pendaftaran PKL       

2. Kontrak dengan 

Instasi/Perusahaan untuk 

Penempatan PKL 

      

3. Surat Permohonan PKL ke 

Instasi/Perusahaan 

      

4. Pelaksanaan Program PKL       

5. Penulisan Program PKL       

6. Penyerahan Laporan PKL       

7. Koreksi Laporan PKL       

8. Penyerahan Koreksi 

Laporan PKL 

      

9. Batas Akhir Penyerahan 

Laporan PKL 

      

10. Penutupan Program PKL 

dan Pengumuman Nilai 

PKL 

      

Sumber: Data diolah oleh Praktikan 
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Lampiran 4 Daftar Hadir  Praktik Kerja Lapangan 

 

Sumber: Data diolah oleh Praktikan 
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Sumber: Data diolah oleh Praktikan 

 



 

 

50 

Lampiran 5 Daftar Penilaian Praktik Kerja Lapangan 

 

Sumber: Kementerian Perindustrian  
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Lampiran 6 Daftar Kegiatan Harian Praktik Kerja Lapangan 

No Hari/Tanggal Kegiatan 

1. 

Senin, 05 Agustus 

2019 

-Pengarahan tentang posisi kerja yang akan 
praktikan kerjakan 
- menuliskan nomor surat perjalanan dinas 

2. 

 Selasa,06 Agustus 

2019 

- Mengurutkan berkas surat perintah bayar 

- Membuat salinan berkas surat perintah 

bayar ke beberapa rangkap 

3. 

Rabu, 07 Agustus 

2019 

- Merekap dan memasukkan bukti 

pembayaran pajak 

- Mencatat perjalanan dinas ke dalam buku 

besar 

4.  

Kamis, 08 Agustus 

2019 

- Menginput daftar investaris ruangan BMN 

5.  

Jum’at, 09 Agustus 

2019 

- Mengarsip SPD ke Bantex 

6. 

Senin, 12 Agustus 

2019 

- Mencatat dokumen surat perintah bayar ke 

buku besar 

7. 

Selasa,13 Agustus 

2019 

- Mencatat dokumen surat perintah bayar ke 

buku besar dana mengarsip 

8. 

Rabu, 14 Agustus 

2019 

-Memeriksa dokumen perjalanan dinas 
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9. 

Kamis, 15 Agustus 

2019 

- Menginput Surat Setoran Pajak ke Aplikasi 

DJP 

-Mencetak Billing SSP 

10. 

Jum’at, 16 Agustus 

2019 

- Menginput Surat Setoran Pajak ke Aplikasi 

DJP 

-Mencetak Billing SSP 

11. 

Senin,19 Agustus 

2019 

-Memeriksa dokumen perjalanan dinas 

12. 

Selasa, 20 Agustus 

2019 

- Menginput Surat Setoran Pajak ke Aplikasi 

DJP 

-Mencetak Billing SSP 

13.  

Rabu,21 Agustus 

2019 

- Menghitung dan memeriksa pajak dalam 

SSP 

- Menginput Surat Setoran Pajak ke Aplikasi 

DJP 

-Mencetak Billing SSP 

14. 

Kamis, 22 Agustus 

2019 
Izin 

15.  

Jum’at, 23 Agustus 

2019 
Izin 

16.  Senin, 26 Agustus - Menginput Bukti Penerimaan Negara 
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2019 (Pajak) ke Aplikasi KKPN 

- Merekap di Ms.excel 

17.  

Selasa, 27 Agustus 

2019 

- Menginput data BMN ke Ms. Excel 

18.  

Rabu,28 Agustus 

2019 

- Menghitung dan memeriksa pajak dalam 

SSP 

- Menginput Surat Setoran Pajak ke Aplikasi 

DJP 

-Mencetak Billing SSP 

19. 

Kamis,29 Agustus 

2019 

- Menghitung dan memeriksa pajak dalam 

SSP 

- Menginput Surat Setoran Pajak ke Aplikasi 

DJP 

-Mencetak Billing SSP 

20. 

Jum’at,30 Agustus 

2019 

- Mempelajari laporan keuangan satker 

semester I TA 2019 

21. 

Senin,02 September 

2019 

-Memeriksa dokumen perjalanan dinas 

22.  

Selasa,03 

September 2019 

- Menghitung dan memeriksa pajak dalam 

SSP 

- Menginput Surat Setoran Pajak ke Aplikasi 
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DJP 

-Mencetak Billing SSP 

23. 

Rabu, 04 September 

2019 

- Menginput data ke aplikasi OM SPAN 

24. 

Kamis,05 

September 2019 

- Menghitung dan memeriksa pajak dalam 

SSP 

- Menginput Surat Setoran Pajak ke Aplikasi 

DJP 

-Mencetak Billing SSP 

-Rekap Pajak 

25. 

Jum’at, 06 

September 2019 

- Menghitung dan memeriksa pajak dalam 

SSP 

-Mencetak Billing SSP 

Sumber: Data diolah oleh Praktikan 
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Lampiran 7 Logo Kementerian Perindustrian Republik Indonesia 

 

Sumber: www.kemenperin.go.id 

  

http://www.kemenperin.go.id/
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Lampiran 8 Struktur Organisasi Biro Keuangan Kementerian Perindustrian 

 

Sumber: www.rokeu.kemenperin.go.id 
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Lampiran 9 Dokumen Perjalanan Dinas 

1. Surat Perintah Bayar 

 

Sumber: biro hubungan masyarakat kementerian perindustrian 
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2. Rekap Kuitansi 

 

Sumber: biro hubungan masyarakat kementerian perindustrian 
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3. Daftar Nominatif Perjalanan Dinas 

 

Sumber: biro keuangan kementerian perindustrian 
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4. Surat Tugas 

 

Sumber: biro hubungan masyarakat kementerian perindustrian 
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5. Daftar Pengeluaran Riil 

 

Sumber: biro hubungan masyarakat kementerian perindustrian 
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6. Bukti Tiket Pesawat 

 

Sumber: biro keuangan kementerian perindustrian 
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7. Bukti Bill Hotel 

 

Sumber: biro keuangan kementerian perindustrian 
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Lampiran 10 Surat Setoran Pajak 

1. Surat Setoran Pajak 

 

Sumber: biro keuangan kementerian perindustrian 
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2. Homepage DJP Online dan Pengisian Surat Setoran Elektronik 

 

 

 

Sumber: www.djponline.pajak.go.id 
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3. Homepage Aplikasi Konfirmasi dan Koreksi Penerimaan Negara (KKPN) 

 

 

Sumber: Aplikasi Konfirmasi dan Koreksi Penerimaan Negara 
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Lampiran 11 Persediaan 

1. Persediaan Masuk pada Aplikasi Akuntansi Persediaan 

 

Sumber: Aplikasi Akuntansi Persediaan 
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2. Pengisian Jumlah Persediaan Masuk pada Aplikasi Akuntansi Persediaan 

 

Sumber: Aplikasi Akuntansi Persediaan 
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Lampiran 12 Kartu Konsultasi Pembimbingan Praktik Kerja Lapangan  

 

Sumber: Data Diolah oleh Praktikan 
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Lampiran 13 Format Saran dan Penilaian Laporan PKL 

 

 

Sumber: Data Diolah oleh Praktikan 
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